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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
KARANTINA TUMBUHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

enimbang

bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan karantina
hewan, ikan, dan tumbuhan, telah ditetepkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992
tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

bahwa untuk meaksanakan ketentuan Undang-undang tersebut ddam penyeenggaraan
kegiatan karantina tumbuhan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Karantina
Tumbuhan;

Mengingat

1.

2.

Pasd 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan
Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3478);

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3482);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KARANTINA TUMBUHAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasa 1

Daam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Tumbuhan adadah semua jenis sumber daya dam nabati ddam keadaan hidup atau mati, bak
belum diolah maupun telah diolah;

Karantina Tumbuhan addah tindakan sebaga upaya pencegahan masuk dan tersebarnya
Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di ddam
negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesig;

Area addah mdiputi daerah ddam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau di daam
wilayah Negara Republik Indonesa yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran
Organisme Pengganggu Tumbuhan;

Indalas Karantina Tumbuhan yang sdanjutnya disebut Inddas Karantina addah tempat
besarta segda sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan
Karantina Tumbuhan;

Organisme Pengganggu Tumbuhan addah semua organisme yang dapa merusk,
mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan;

Organisme Pengganggu Tumbuhan Kaantina addah semua Organisme  Penganggu
Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya
di ddam wilayah Negara Republik Indonesia;

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan | addah Organisme Pengganggu
Tumbuhan Karantina yang tidak dapat dibebaskan dari Media Pembawanya dengan cara
perlakuan;

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan 1l addah semua  Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina yang dapat dibebaskan dari Media Pembawanya dengan
cara perlakuan;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting addah Organisme Pengganggu Tumbuhan sdain
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karanting, yang keberadaannya pada benih tanaman yang
dildulintasken dgpa menimbulkan pengaruh yang merugiken secara ekonomis terhadap
tujuan penggunaan benih tanaman tersebut dan ditetapkan oleh Menteri untuk dikena
tindakan Karantina Tumbuhan;

Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang sdanjutnya disebut Media
Pembawa addah tumbuhan dan bagian-bagiannya dar/atau benda lain yang dgpat membawa
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karanting;

Andiss resko Organisme Pengganggu Tumbuhan addah suatu proses untuk menetgpkan
bahwa suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan merupakan Organisme  Pengganggu
Tumbuhan Karantina atau Organisme Penganggu Tumbuhan Penting, serta  menentukan
gyarat-syaa dan tindekan Karantina Tumbuhan yang sesua untuk mencegah masuk dan
tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut;

Alat angkut Media Pembawa addah semua dat transportas darat, ar, maupun udara yang
dipergunakan untuk melaulintaskan Media Pembawa;

Pemilik Media Pembawa yang sdanjutnya dissbut Pemilik addah orang atau badan hukum
yang memiliki Media Pembawa danvatau yang bertanggung jaweb daas pemasukan,
pengeluaran atau transit Media Pembawa;

Penanggung jawab dat angkut adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas
kedatangan, keberangkatan, atau trandt dat angkut;

Trandt Media Pembawa, perdaan, aau pembungkus addah singgah sementara dan
diturunkannya dari dat angkut Media Pembawa, perdatan, aau pembungkus di daam
wilayah Negara Republik Indonesa sebelum Media Pembawa, perdaan, atau pembungkus
tersebut sampai di negara atau Areatujuan;

Trangt da angkut addah dnggah sementara dat angkut di ddam wilayah Negara Republik
Indonesa atau di suatu Area di ddam wilayah Negara Republik Indonesia, sebelum aat
angkut tersebut sampai ke negara atau Area tujuan;

Satifikat Kesehatan Tumbuhan addah surat keterangan yang dibuat oleh pgabat yang
berwenang di negara atau Area asa/pengirim/trangt yang menyatakan bahwa tumbuhan atau
bagianbagian tumbuhan yang tercantum di ddamnya bebas dari Organisme Pengganggu
Tumbuhan, Organisme Pengganggu Tumbuhan Kaantina, Organisme  Pengganggu
Tumbuhan Karartina Golongan |, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan
[I, dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting serta tdah memenuhi  persyaratan
Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dan/atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan;

Wabah atau eksplod addah serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dfanya
mendadak, populasinya berkembang sangat cepat, dan menyebar luas dengan cepat;

Negara aau Area asd yang mempunya resko tinggi adadah negara atau Area asa yang
mempunya potens kuat sebaga tempat yang menjadi sumber penyebaran  Organisme
Pengganggu Tumbuhan;

Menteri addah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Karantina Tumbuhan.

BAB II
PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN

Pesa 2

Setigp Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, waib :

a

b.
C.

@

dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asd dan negara trangt bagi tumbuhan
dan bagian-bagiannya, kecudi Media Pembawa yang tergolong bendalain;

meldui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan,;

dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Kaantina Tumbuhan di  tempat-tempat
pemasukan untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 3
Setigp Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area ke Area lain di ddam
wilayah Negara Republik Indonesia, wgjib:
a dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dai Area asd bagi tumbuhan dan bagiar
bagiannya, kecudi Media Pembawa yang tergolong bendalan;



b. mdaui tempat-tempat pemasukan dan pengduaran yang telah ditetapkan,;
c. dilgporkan dan diserahkan kepada petugas Kaantina Tumbuhan di  tempat-tempat
pemasukan dan pengduaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

(2) Kewgjiban sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dikenakan terhadap setigp Media Pembawa
yang dibawa atau dikirim dari suau Area yang tidek bebas ke Area lain yang bebas dari
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

(3) Penetgpan Area sebagaimana dimaksud dadam ayat (2) dilakukan oleh Menteri berdasarkan
hasl survel dan pemantauan deerah sebar sarta dengan mempertimbangkan hasil andiss
resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

Pasal 4
Setigp Media Pembawa yang akan dikduarkan dari ddam wilayah Negara Republik Indonesia,
gpabila disyaratkan oleh negara tujuan, wagjib:
a. dlengkepi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari tempat pengduaran bagi tumbuhan dan
bagian-bagiannya, kecuai Media Pembawa yang tergolong bendalain;
b. mdaui tempat-tempat pengel uaran yang telah ditetapkan;
c. dilgporkan dan disrahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di  tempat-tempat
pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

Pasad 5

(1) Sdain persyaratan yang diwgibkan sebagaimana dimaksud daam Pasd 2, Pasd 3, dan Pasd
4, daam hd tertentu Menteri dapat menetapkan kewgjiban tambahan.

(2) Kewgjiban tambahan sebagamana dimaksud ddam ayat (1) berupa persyaratan teknis
dan/atau kelengkapan dokumen yang ditetapkan berdasarkan andiss Organisme Pengganggu
Tumbuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kewgjiban tambahan sebagamana dimeksud ddam ayat (1)
diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB Il
TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 6

(1) Setigp Media Pembawa yang dimasukkan ke ddam wilayah Negara Republik Indonesa
dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.

(2) Setigp Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area yang tidak bebas ke Area
lan yang bebas di ddam wilayah Negara Republik Indonesa dikenakan tindekan Karantina
Tumbuhan.

(3) Setigp Media Pembawa yang akan dikduarkan dari wilayah Negara Republik Indonesa
dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan gpabila disyaratkan oleh negara tujuan.

Pasd 7
Tindakan Karantina Tumbuhan sebagamana dimeksud ddam Pasd 6 dilakukan oleh petugas
Karantina Tumbuhan berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan,
penolakan, pemusnahan dan pembebasan.

Pasa 8
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mdliputi:
a. pemeriksaan adminigratif untuk mengetahui  kelengkapan, kebenaran is, dan keabsahan
dokumen persyaratan; dan
b. pemeriksaan keschatan untuk mendeteks kemungkinan adanya Organisme Pengganggu
Tumbuhan darvatau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) huruf b, dapat dilakukan
Secara visud dan/atau laboratoris.



(3) Pemilik membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan sebagai-mana dimaksud ddam ayat
(1) huruf b.

Pasa 9

(1) Pengasingan dan pengamatan sebagamana dimaksud daam Pasa 7 dimeksudkan untuk
mendeteks  kemungkinan adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan davatau Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina yang karena dfainya memerlukan waktu lama, sarana
khusus dan kondis khusus.

(2) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dilekukan di suatu
tempat yang terisdlas sdama wekiu tertentu sesua dengan masa inkubas  Organisme
Pengganggu Tumbuhan da/aau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina  yang
bersangkutan.

Pasa 10
(1) Perlakuan sebagaimana dimeksud ddam Pasd 7 dilakukan untuk membebaskan Media
Pembawa, orang, dat angkut, perdatan, dan  pembungkus dari Organisme Pengganggu
Tumbuhan darvatau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan 1.
(2) Perlakuan sebagamana dimaeksud ddam ayat (1), dapat dilakukan secara fisk maupun
kimiawi.

Pasa 11
Penahanan sebagaimana dimeksud dadam Pasd 7 dimeksudkan untuk mengamankan Media
Pembawa dengan cara menempatkannya di bawah penguassan dan pengawasan petuges
Karantina Tumbuhan daam wakiu tertentu karena persyaratan karantina beum  sepenuhnya
dipenuhi.

Pasal 12
(1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 7 dimaksudkan agar Media Pembawa yang
bersangkutan segera dibawva ke negara atau Area asd aau Area lan untuk menghindari
kemungkinan terjadinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina dari Media Pembawa tersebut ke lingkungan sekitarnya.
(2) Pengiriman Media Pembawa yang dikena tindakan penolakan ke negara atau Area asa atau
Arealan dilakukan oleh Pemilik di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan.

Pasal 13

(1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pesd 7 dilakukan dengan cara membakar,
menghancurkan, mengubur, dan cara-cara pemusnahan lainnya yang sesua sehingga Media
Pembawva tidek mungkin lagi menjadi sumber penyebaran Organisme  Pengganggu
Tumbuhan Karantina

(2) Pdaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) menjadi tanggung jawab
Pemilik dan dilakukan di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan.

(3) Ddam hd Media Pembawa yang bersangkutan tertular Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina atau tidek dikirim kembdi ke negara aau Area asd aau Area lain oleh Pemiliknya
setdlah ditolak pemasukan atau pengeluarannya, pemusnahannya dilakukan terhadap sdluruh
parta kiriman Media Pembawa.

(4) Ddam had Media Pembawa yang bersangkutan berada daam keadsan busuk atau rusak,
pemusnahannya dilakukan hanya terhadap Media Pembawa yang busuk atau rusak.

(5) Pdaksanaan pemusnahan sebagamana dimaksud ddam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4) dinyatakan dalam suatu berita acara

Pasal 14
Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 7 dilakukan apabila Media Pembawa yang
bersangkutan :
a. bebas dai Organisme Pengganggu Tumbuhan darvatau organisme Organisme Pengganggu
Tumbuhan Karanting, dan
b. semua persyaratan yang ditetapkan bagi pemasukan aau pengduaran Media Pembawa
tersebut telah dipenuhi.



Bagian Kedua
Pemasukan Media Pembawa dari Luar Negeri ke
Daam Wilayah Negara Republik Indonesa

Pasal 15

Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa sebagamana dimaksud ddam Pasa 2 huruf ¢

dilakukan dengan ketentuan sebagal berikut :

a Untuk barang muatan yang pemasukannya dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan,
lgporan pemasukan dilakukan olen Pemilik paing lambat 5 (lima) hai ssbdum Media
Pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan dan penyerahannya dilakukan pada saat tiba di
tempat pemasukan,

b. Untuk barang muatan yang tidak dikenakan pengasngan dan pengamatan aau barang
bawaan, laporan pemasukan dan penyerahan media pembawa tersebut dilakukan oleh
Pemilik pada saat Media Pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan;

c. Untuk kiriman pos, penyerahan Media Pembawa tersebut dilakukan oleh petugas pos kepada
petugas Karantina Tumbuhan pada saat Media Pembawa tersebut tba di tempat pemasukan,
sedangkan lgporan pemasukannya dilakukan oleh Pemilik paing lambat 3 (tigd) hari setelah
yang bersangkutan menerima pemberitahuan dari petugas pos.

Pasal 16

(1) Apabila Pemilik tidek memenuhi ketentuan sebagamana dimaksud ddam Pesd 15, maka
stibanya Media Pembawa di tempat pemasukan terhadgp Media Pembawa tersebut
dilakukan penahanan pding lama 14 (empat belas) hari.

(2) Sdama Media Pembawa berada ddam penahanan sebagamana dimaksud ddam ayat (1),
Pemilik harus mdaporkan pemasikan Media Pembawa tersebut kepada petugas Karantina
Tumbuhan setempat.

(3) Apabila satdlah jangka wektu penahanan sebagamana dimeksud ddam aya (1), Pemilik
tidek memenuhi ketentuan sebagamana dimeksud dadam ayat (2), maka terhadap Media
Pembawa tersebut dilakukan penolakan.

Pasal 17
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud daam Pasd 2, Pasd 15, dan Pasd 16 ayat (2) dapat
dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa terscbut dilakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 18
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 17 terhadap Media Pembawa dapat dilakukan :
a.  stdah Media Pembawa tersebut diturunkan dari dat angkut; dan/atau
b. di atasaat angkut.

Pasal 19
(1) Apabila stdlah dilakukan pemerikssan sebagaimana dimeksud ddam Pesd 18 huruf g
ternyata M edia Pembawa tersebut:

a meupakan Media Pembawa yang pemasukannya dikenakan tindakan pengasngan dan
pengamatan, maka terhadep Media Pembawa tersebut dilakukan pengasingan dan
pengamatan;

b. tidak bebas dai Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, maka
terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan;

c. tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dadam
Pasd 2 huruf a dan kewgjiban tambahan berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasd 5 ayat (2), maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penahanan paling
lama 14 (empat belas) hari, dan sdama Media Pembawa tersebut dalam penahanan,
Pemilik harus dapat meengkepi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan dokumen lain yang
disyaratkan;



d. tiddk mddui tempa pemasukan yang tdah ditetgpkan danvatau tidek memenuhi
ketentuan teknis yang disyaratkan sebagaimana dimaksud daam Pasd 5 aya (1), maka
terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan;

e. meupakan jenis-jenis Media Pembawa yang tidak diperbolen-kan untuk dimasukkan
melaui tempat pemasukan yang bersangkutan, maka terhadap Media Pembawa tersebut
dilakukan penolakan;

f. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan |, busuk, rusak
atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, maka terhadap Media Pembawa
tersebut dilakukan pemusnahan;

0. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karanting, maka terhadap Media Pembawa
tersebut dilakukan pembebasan.

(2) Apadila setelah lewat jangka wektu penahanan Pemilik tidek dapat melengkapi Sertifikat

Kesehatan Tumbuhan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf ¢, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan.

Pasal 20
(1) Jangka waktu pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud daam Pasd 19 ayat (1)
huruf a disesuakan dengan mesa inkubas Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
yang akan dideteks.
(2) Apabila setelah dilakukan pengasngan dan pengamatan sebagaimana dimeksud dadam ayat
(1), MediaPembawatersebut ternyata :
a. tidak bebas dari Organiame Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan |, busuk atau
rusak, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;
b. tidek bebas dai Organisme Pengganggu Tumbuhan Kaantina Golongan I, maka
terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan;
C. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karanting, maka terhadap Media Pembawa
tersebut dilakukan pembebasan.

Pasal 21
Apabila setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud daam Pasd 19 aya (1) huruf b atau
Pasad 20 ayat (2) huruf b, ternyata M edia Pembawa tersebut:
a. tide&k bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan 1l, maka terhadap
Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;
b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, maka terhadap Media
Pembawa tersebut dilakukan pembebasan.

Pasal 22

Pemeriksaan terhadap Media Pembawa di atas dat angkut sebagaimana dimaksud daam Pasa

18 huruf b dilakukan apabila

a. Media Pembawa tersebut berasal dari negara atau trandt di negara atau Area yang tertular
wabah;

b. dat angkut Media Pembawa tersebut berasal dari negara atau trangt di negara atau Area yang
tertular wabah;

c. Media Pembawa tersebut berasd dari negara atau trandt di negara atau Area yang
mempunyal resko tinggi; atau

d. berdasarkan pertimbangan petugas Karantina Tumbuhan, pemeriksaan terhadep Media
Pembawa tersebut perlu dilakukan di atas dat angkuit.

Pasal 23

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud daam Pasd 22, ternyata Media

Pembawa tersebut :

a tidek bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan 1, maka terhadap
Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan di atas dat angkut;

b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan |, busuk, russk aau
merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, maka terhadap Media Pembawa tersebut
dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan dari dat angkut yang membawanya;



C. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karanting, maka Media Pembawa tersebut
dapat diturunkan dari dat angkut yang membawanya dengan tetap memberlakukan ketentuan
yang diatur dalam Pasad 18 sampai dengan Pasal 21.

Pasal 24
(1) Apabila satdah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 23 huruf a ternyata

Media Pembawa tersebut :

a tidak bebas dai Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan 11, maka
terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan dari dat
angkut yang membawanya;

b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, maka Media
Pembawa tersebut dapat diturunkan dari aat angkut yang membawanya dengan tetap
memberlakukan ketentuan yang diatur dalam Pasdl 18 sampai dengan Pasdl 21.

(2) Apabila tanpa persetujuan petugas Karantina Tumbuhan, Media Pembawa sebagamana
dimaksud ddam ayat (1) huruf a aau Pasd 23 huruf b diturunkan dari dat angkut yang
membawanya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 25
Ddam hd perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 23 huruf a tidek mungkin dilaksanakan
di atas dat angkut, terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan Media Pembawa
tersebut dilarang diturunkan dari aat angkut yang membawanya.

Pasal 26

(1) Setigp Media Pembawa yang ditolak pemasukannya ke daam wilayah Negara Republik
Indonesia, pding lambat ddam waktu 14 (empat bdas) hai sgak diterimanya surat
penolakan oleh Pemilik, harus sudah dibawa kedluar dari wilayah Negara Republik Indonesia
oleh Pemiliknya

(2) Apabila satdlah jangka waktu tersebut yang dimaksud ddam ayat (1) Media Pembawa
terscbut  tidak/bdlum dibawa keluar dari wilayah Negara Republik Indonesa oleh
Pemiliknya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindekan Karantina Tumbuhan terhadap
pemasukan Media Pembawa ke ddam wilayah Negara Republik Indonesia ditetgpkan dengan
Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa dari Suatu Area ke
ArealLan di Ddam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 28

Pelgporan dan penyerahan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasa 3 ayat (1) huruf

¢ dilakukan dengan ketentuan sebagal berikut:

a. d tempat pengduaran, pelaporan dan penyerahan Media Pembawa tersebut dilakukan oleh
Pemilik kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat pengduaran sebelum  Media
Pembawa tersebut dimuat ke atas alat angkut yang akan memberangkatkannya

b. di tempat pemasukan untuk barang muatan atau barang bawaan, pelgporan pemasukan
dilakukan oleh Pemilik pding lambat pada ssat Media Pembawa tersebut tiba di tempat
pemasukan dan penyerahannya dilakukan pada saat tiba di tempat pemasukan;

c. di tempat pemasukan untuk kiriman pos, penyerahan Media Pembawa tersebut kepada
petugas Karantina Tumbuhan dilakukan oleh petugas pos pada saat Media Pembawa tersebut
tiba di tempat pemasukan, sedangkan lgporan pemasukannya dilakukan oleh  Pemilik
sdambat-lambainya 3 (tige) hari satdah yang bersangkutan menerima pemberitahuan dari
kantor pos.



Pasal 29

(1) Apabila Pemilik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud daam Pasa 28 huruf b
dan ¢, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penahanan paing lama 14 (empat
belas) hari.

(2) Sdama Media Pembawa berada ddam penahanan sebagamana dimaksud ddam ayat (1),
Pemilik harus melaporkan pemasukan Media Pembawa tersebut kepada petugas Karantina
Tumbuhan setempat.

(3) Apabila stdlah lewat jangka wektu penahanan sebagaimana dimeksud ddam ayat (1)
Pemilik tidek memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ddam aya (2), meka terhadap
Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud daam Pasd 28 huruf a dapat dipenuhi, maka
terhadap Media Pembawa yang akan dikduarkan dari suatu Area ke Area lain tersebut
dilakukan pemeriksaan.

(5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud daam Pasad 3, Pasd 5 ayat (1), Pasa 28 huruf b
dan huruf ¢ dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa yang akan dimasukkan dari
suatu Area ke Arealain tersebut dilakukan pembebasan.

(6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 3 ayat (1) huruf a tidek dapat
dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 30

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan ayat

(6), ternyata Media Pembawa tersebut :

a. merupakan Media Pembawa yang pemasukan dan pengduarannya dikenakan tindakan
pengasingan dan pengamaan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan
pengasingan dan pengamatan;

b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, maka terhadap
Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan;

C. tidak bebas dai Organiame Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan |, busuk atau rusak
dan/atau merupakan jenis-jenis Media Pembawa yang pemasukan dan pengduarannya tidak
diperbolenkan medui tempat pemasukan dan pengdluaran bersangkutan atau dikeuarkan
dari Area bersangkutan atau dimasukkan ke Area tujuan dan/atau  tidak memenuhi
persyadaan adminidrad danvatau  persyaratan teknis yang diatur ddam Pasd 5, maka
terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan;

d. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karanting, maka terhadep Media Pembawa
tersebut dilakukan pembebasan.

Pasal 31
(1) Jangka waktu pengasingan dan pengamatan sebagamana dimaksud daam Pasd 30 huruf g
disesuaikan dengan masa inkubas Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang akan
dideteks.
(2) Apabila sdlama ddam pengasingan dan pengamaan sebagaimana dimaksud daam Pasd 30
huruf a, ternyata Media Pembawa tersebut :
a. tidek bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan |, busuk atau
rusak, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan;
b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan 11, maka terhadap
Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan;
C. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karanting, maka terhadap Media Pembawa
tersebut dilakukan pembebasan.

Pasal 32
Apabila satdlah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud daam Pasd 30 huruf b atau Pasd
31 ayat (2) huruf b, ternyata M edia Pembawa tersebut :
a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan 11, maka terhadap
Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan;
b. bebas dari Organiame Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan |, maka terhadgp Media
Pembawa tersebut dilakukan pembebasan.



Pasal 33

Pemeriksaan terhadgp Media Pembawa yang dimasukkan dari suatu Area ke Area lain di ddam

wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan di atas alat angkut, apabila:

a. Media Pembawa dimaksud berasal dari Areaatau trandt di Areayang tertular wabah;

b. da angkut Media Pembawa dimaksud berasd dari Area atau trandt di Area yang tertular
wabah;

Cc. Media Pembawa dimaksud berasd dari Area atau transt di Area yang mempunya resko
tinggi; atau

d. berdasarkan pertimbangan petugas Karantina Tumbuhan, pemeriksaan terhadep Media
Pembawa tersebut perlu dilakukan di atas dat angkuit.

Pasal 34

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 33, ternyata Media

Pembawa tersebut :

a. tideak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan 1l, maka terhadap
Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan di atas dat angkut;

b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan |, busuk, rusak atau
merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, maka terhadgp Media Pembawa tersebut
dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan dari da angkut yang membawanya;

C. bebas dai Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka Media Pembawa tersebut
dapat diturunkan dari dat angkut yang membawanya dengan tetap memberlakukan ketentuan
yang diatur dalam Pasal 28 sampal dengan Pasd 32.

Pasal 35

(1) Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimeksud daam Pasa 34 huruf a ternyata
Media Pembawa tersebut :

a tidek bebas dai Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan 11, maka
terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan dari aat
angkut yang membawanya;

b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan 11, dengan tetap
memperhatikan ketentuan yang diatur ddam Pasd 28 sampa dengan Pasd 32, maka
terhadap Media Pembawa tersebut dapat diturunkan dari dat angkut yang membawanya

(2) Apabila satdah 14 (empat belas) hari sgak diterimanya surat penolakan olen Pemiliknya
ternyata Media Pembawa sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) huruf a aau Pasd 34 huruf
b tidak/bdum dibava kduar dai tempat pemasukan aau Area bersangkutan oleh
Pemiliknya, maka Media Pembawa terssbut diturunkan dari dat angkut yang membawanya
untuk dimusnahkan.

(3) Apabila tanpa persetujuan petugas Karantina Tumbuhan, Media Pembawa sebagamana
dimaksud ddam ayat (1) huruf a aau Pasd 34 huruf b oleh suatu sebab yang bukan
berdasarkan pertimbangan teknis petugas Karantina Tumbuhan diturunkan dari da angkut
yang membawanya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 36
Dadam hd perlakuan sebagaimana dimaksud daam Pasd 34 huruf a tidak mungkin dilaksanakan
di atas dat angkut, terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan Media Pembawa
tersebut dilarang diturunkan dari alat angkut yang membawanya.

Pasa 37

(1) Setigp Media Pembawa yang ditolak pemasukan atau pengeluarannya dari suatu Area ke
Area lan di ddam wilayah Negaa Republik Indonesa, pding lambat ddam waktu 14
(empat belas) hari sgak diterimanya surat penolakan oleh Pemilik, harus sudah dibawa
keluar oleh Pemiliknya dari tempat pemasukan atau pengel uaran.

(2) Apabila stelah jangka wakitu sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) Media Pembawa
tersebut  tidek/belum dibawa kduar dai tempat pemasukan aau pengduaran  yang
bersangkutan oleh Pemiliknya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan
pemusnahan.



Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindekan Karantina Tumbuhan terhadap
pemasukan dan pengduaran Media Pembawa dari suatu Area ke Area lan ddam wilayah
Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat
Pengeluaran dari Ddam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 39
Pelaporan Media Pembawa sebagaimana dimaksud ddam Pasd 4 huruf ¢ dilakukan oleh Pemilik
kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat pengdluaran sebelum Media Pembawa tersebut
dimuat di atas dat angkut yang akan memberangkatkannya

Pasal 40
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud daam Pasd 39 dapat dipenuhi, maka terhadap Media
Pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasdl 8.

Pasal 41

Apabila setelah dilakukan pemerikssan sebagaimana dimaksud daam Pasd 40, ternyata Media

Pembawa tersebut:

a. meupakan Media Pembawa yang pengduarannya dikenakan tindakan pengasingan dan
pengamatan, meka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pengasingan dan
pengamatan;

b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut
dilakukan perlakuan;

c. busuk aau russk dan/atau merupakan jenis-jenis Media Pembawa yang pengeuarannya tidak
diperbolehkan meddui tempat pengduaran yang bersangkutan aau dikduarkan dari dadam
wilayah Negara Republik Indonesa atau dimasukkan ke negara tujuan, dan/atau tidak
memenuhi  persyaratan administras dan/atau persyaratan teknis yang diatur ddam Pasd 5
ayat (1), makaterhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan.

d. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut
dilakukan pembebasan.

Pasal 42
Apabila sdama ddam pengasngan dan pengamaan sebagamana dimeksud ddam Pasd 41
huruf a, ternyata M edia Pembawa tersebut:
a. busuk, atau rusak, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan;
b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut
dilakukan perlakuan;
C. bebas dai Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut
dilakukan pembebasan.

Pasal 43
Apabila setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimeksud daam Pasd 41 huruf b atau Pasd
42 huruf b, ternyata Media Pembawa tersebut:
a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut
dilakukan penolakan;
b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadep Media Pembawa tersebut
dilakukan pembebasan.

Pasal 44
(1) Sdtigp Media Pembawa yang ditolak pengduarannya dari daam wilayah Negara Republik
Indonesia, paing lambat ddam waktu 14 (empat belas) hai sgak diterimanya sura
penolakan oleh Pemilik, harus sudah dibava kduar olen Pemiliknya dai tempat
pengeluaran.



(2) Apabila setdlah jangka wektu sebagamana dimeksud ddam ayat (1) Media Pembawa
tersebut belum dibawa kdluar oleh Pemiliknya dari tempat pengduaran, maka terhadap
Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindekan Karantina Tumbuhan terhadap
pengeluaran Media Pembawa dari ddam wilayah Negara Republik Indonesia ditetgpkan dengan
Keputusan Menteri.

Bagian Kdima
Ingtalas Karantina

Pasal 46
(1) Untuk keperluan peaksanaan tindekan Karantina Tumbuhan, Pemerintah  membangun
Ingdlas Karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran atau tempat-tempat lain.
(2) Indalas  Karantina sebagamana dimeksud ddam aya (1) dilengkgpi dengan sarana
pemeriksaan, Sarana pengasingan, sarana pengamatan, sarana perlakuan, sarana penahanan,
sarana pemusnahan, dan sarana pendukungnya.

Pasal 47

(1) Menteri atau pegabat yang ditunjuk olehnya dapat menetapkan tempat milik perorangan aau
badan hukum sebagal Instdas Karantina atas permintaan Pemilik tempat bersangkutan.

(2) Inddas Karantina sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) harus memenuhi kelayakan teknis
untuk pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan sesua dengan peruntukannya

(3) Menteri dapat mencabut kembali penetgpan sebagamana dimeksud ddam ayat (1) aes
permintaan Pemilik tempat yang bersangkutan atau gpabila dai hesl evadues yang
dilakukan, dikemudian hari ternyata Inddas Karantina tersebut dianggap tidek lagi
memenuhi kelayakan teknis sebagaimana dimaksud daam ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengena Instdas Karantina milik perorangan aau badan  hukum
sebagaimana dimaksud daam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam
Tindakan Karantina Tumbuhan
di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

Pasal 48
(1) Peaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dapat dilakukan di luar tempat pemasukan
dan/atau pengduaran, baik di dalam maupun di luar Ingdas Karantina.
(2) Bardasarkan andiss resko Organisme Pengganggu Tumbuhan, pelaksanaan tindakan
Karantina Tumbuhan dapat dilakukan di negaraasa.
(3) Semua fadlitas yang diperlukan ddam peaksanaan tindekan Karantina  Tumbuhan
sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemilik.

Pasal 49
Ddam mdaksanakan tindekan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 48 ayat
(1), setigp Media Pembawa, Media Pembawa lain, perdatan, atau pembungkus yang akan
dikena tindaken Kaantina Tumbuhan setelah diterima oleh petugas Karantina Tumbuhan dari
Pemiliknya atau pgabat bea dan cuka aau petugas pos, diangkut langsung ke Indtdas
Karantina atau tempat lain di luar Ingtdas Karantina di bawah pengawasan petugas Karantina
Tumbuhan.

Pasal 50
(1) Ddam hd tindakan Karantina Tumbuhan tersebut sebagaimana dimaksud ddam Pasd 48
ayat (1), dilaksanakan di tempat lan di luar Inddas Karanting, tempat tersebut harus
memenuhi  syarat untuk digunekan sebaga  tempat  pdaksanean  tindekan  Karantina
Tumbuhan.



(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan di luar tempat
pemasukan dan pengd uaran ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh
Tindakan Karantina Tumbuhan terhadagp Orang, Alat Angkut,
Peralatan, dan Pembungkus

Pasal 51
Terhadap orang, dat angkut, perdatan, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dapat dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 52
Setigp dat angkut yang akan tiba di tempat pemasukan harus dilgporkan kedatangannya oleh
penanggung jawab aat angkut tersebut kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat.

Pasal 53

(1) Pelgporan sebagaimana dimaksud daam Pasal 52, dilaksanakan dengan ketentuan sebaga
berikut :

a untuk kapa aau pesawa udara, lgporan kedatangannya dilakukan di tempat pemasukan,
sebelum kedatangan kapal atau pesawat udara tersebut;

b. untuk da angkut darat yang tiba dari suatu Area di ddam wilayah Negara Republik
Indonesia dan yang secara khusus digunakan mengangkut Media Pembawa atau yang
berasal/medui daerah wabah, laporan kedatangannya dilakukan di tempat pemasukan;

C. untuk dat angkut darat sebagaimana dimaksud pada huruf b yang datang dari luar negeri,
laporan kedatangannya dilakukan di tempat pemasukan pada saat kedatangan aat angkut
tersebut.

(2) Setibanya dat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat pemasukan, Pemilik
da angkut wgib menyampakan daftar/keterangan tentang muatan dat angkut serta
dokumen/keterangan lain yang dipandang perlu kepada petugas Karantina Tumbuhan
setempat.

Pasal 54

Pada saat dat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasd 52 tiba di tempat pemasukan, terhadap
da angkut terscbut dilakukan pemerikssan oleh petugas Karantina Tumbuhan  setelah
berkoordinas dengan petugas ingtang terkait dengan ketentuan :
a. untuk kapal, pemeriksaan dilakukan sebelum atau pada saat kapal merapat di dermaga;
b. untuk pesawat udara, pemeriksaan dilakukan pada saat kedatangan pesawat udara tersebut;
C. untuk da angkut darat, pemeriksaan dilakukan pada saat kedatangan alat angkut darat

tersebut.

Pasal 55

(1) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 54 ditemukan
atau terdapat petunjuk adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan karanting, maka terhadap
dat angkut tersebut dilakukan perlakuan dan/atau tindakan Karantina Tumbuhan lainnya.

(2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasd 22, Pasadl 23, Pasd 24, Pasa 25, Pasal 33,
Pasd 34, Pasal 35 dan Pasd 36, muatan kecudi orang, yang terdapat di atas aat angkut
sebagamana dimaksud ddam (1) hanya diperbolehkan untuk diturunkan dari dat angkut
tersebut setelah terlebih dahulu dilakukan perlakuan dan/atau  tindakan Karantina Tumbuhan
lannya

(3) Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap orang sebagaimana dimaksud daam ayat (2) berupa
perlakuan dan dapat dilakukan di atas dat angkut atau setelah orang tersebut turun dari aat
angkut.

Pasal 56
K etentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 55, juga diberlakukan gpabila dat angkut:



a. daang dari, atau sdama ddam pejdanan menuju ke wilayah Negara Republik Indonesa
aau Area tujuan, trangt di negara aau Area yang mempunya resko tinggi aau sedang
terjangkit wabah; atau

b. mengangkut Media Pembawa yang berasa dari negara atau Area yang mempunya resko
tinggi atau sedang terjangkit wabah.

Pasal 57
Setigp perdatan atau pembungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasd 51 yang dimasukkan ke
ddam wilayah Negara Republik Indonesa atau dari suatu Area ke Area lain di ddam wilayah
Negara Republik Indonesa wagib dilgporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina
Tumbuhan pada saat perdatan atau pembungkus tersebut tiba di tempat pemasukan untuk
dilakukan pemeriksaan darv/atau tindakan Karantina Tumbuhan lainnya.

Pasal 58

Apabila setdah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 57 ternyata perdatan

dan pembungkus tersebut:

a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan | dan peralaan atau
pembungkus tersebut mash berada di aas da angkut, maka terhadap perdatan aau
pembungkus tersebut dilakukan penolakan;

b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, maka terhadap
peraatan atau pembungkus tersebut, dilakukan perlakuan;

C. tidek bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan | dan perdatan atau
pembungkus tersebut telah diturunkan dari dat angkut, meka terhadep perdatan atau
pembungkus tersebut dilakukan penolakan atau pemusnahan;

d. bebas dai Organisme Pengganggu Tumbuhan Karanting, maka terhadap perdatan aau
pembungkus tersebut dilakukan pembebasan.

Pasal 59

(1) Apabila setelah diberi  perlekuan sebagaimana dimeksud ddam Pasd 58 huruf b dan
peraatan atau pembungkus tersebut masih berada di atas dat angkut, ternyata:

a. perdaan aau pembungkus tersebut tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan
Kaantina Golongan Il, maka terhadap perdatan atau pembungkus tersebut dilakukan
penolakan dan dilarang diturunkan dari da angkut yang membawanya;

b. pedaan aau pembungkus tersebut bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan
Kaantina Golongan Il, maka terhadap perdatan atau pembungkus tersebut dilakukan
pembebasan.

(2) Apabila stddah diberi perlakuan sebagamana dimeksud ddam Pasd 58 huruf b dan
pedaan aau pembungkus tersebut telah diturunkan dari dat angkut yang membawanya,
ternyata:

a. pedaan aau pembungkus tersebut tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina Golongan 1I, maka terhadap peraaan atau pembungkus tersebut dilakukan
penolakan atau pemusnahan;

b. pedatan aau pembungkus tersebut bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina Golongan 1lI, maka terhadap perdatan atau pembungkus tersebut dilakukan
pembebasan.

(3) Terhadagp perdatan atau pembungkus yang ditolak pemasukannya, pading lambat daam
waktu 14 (empat belas) hari sgak diterimanya surat penolakan oleh Pemiliknya, harus sudah
dikduarkan dari wilayah Negara Republik Indonesa atau dikirim kembadi ke Area asd oleh
Pemiliknya

(4) Apabila ddam jangka waktu sebagamana dimaksud ddam ayat (3) perdaan aau
pembungkus tersebut tidek atau beum dibawa kduar dai wilayah Negara Republik
Indonesia aau dikirim kembadi ke Area asd oleh Pemiliknya, maka terhadap perdatan atau
pembungkus dilakukan pemusnahan.

(5) Apabila tanpa persgtujuan petugas Karantina Tumbuhan, perdatan atau  pembungkus
sebagamana dimaksud daam ayat (1) huruf a ternyata telah diturunkan dari dat angkut yang
membawanya, maka terhadap peraatan atau pembungkus tersebut dilakukan pemusnahan.



Pasal 60
Terhadap benda yang dibungkus dengan pembungkus sebagaimana dimaksud dalan Pasd 58
huruf b dilakukan tindakan Karantina Tumbuhan sebagai berikut:
a. diberi perlakuan, dan satelah diberi  perlakuan, terhadap benda tersebut dilakukan
pembebasan,;
b. apabila perlakuan sebagamana dimaksud ddam huruf a  tidek mungkin untuk dilakukan,
maka terhadap benda tersebut dilakukan penolakan atau pemusnahan.

Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindekan Karantina Tumbuhan terhadap
orang, dat angkut, peraatan dan pembungkus ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedelapan
Trandgt Media Pembawa

Pasal 62
Trandt Media Pembawa hanya diperbolenkan gpabila mdadui tempat pemasukan dan
pengel uaran yang ditetapkan.

Pasal 63
Pada saat kedatangan Media Pembawa sebagaimana dimaksud ddam Pasd 62, Pemilik wgib
melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa tersebut kepada petugas Karantina Tumbuhan
setempat.

Pasal 64
(1) Sdama trandt, Media Pembawa tersebut harus berada di bawah pengawasan petuges
Karantina Tumbuhan.
(2) Apabila disyaratkan olen negara atau Area tujuan atau atas pertimbangan petugas Karantina
Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dilakukan
pemeriksaan.

Pasal 65

(1) Apabila dari hesl pemeriksaan sebagaimana dimeksud ddam Pasa 64 ayat (2) ternyaa
Media Pembawa tersebut tidek bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan
tidak dapat dibebaskan dengan cara perlakuan, atau berada daam keadaan busuk atau rusak,
atau merupakan jenis-jenis Media Pembawa yang dilarang pemasukannya ke ddam wilayah
Negara Republik Indonesia atau Area yang bersangkutan, maka terhadap Media Pembawa
tersebut dilakukan penolakan dan harus segera dibawa keluar dari ddam wilayah Negara
Republik Indonesia atau Area trandt yang bersangkutan.

(2) Apabila ddam jangka wektu 14 (empa beas) hari sgak diterimanya surat penolakan oleh
Pemilik sebagamana dimaksud daam ayat (1) tidek dibawva kduar dari wilayah Negara
Republik Indonesia atau Area trandt yang bersangkutan oleh Pemiliknya, meka terhadap
Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 66
(1) Terhadap Media Pembawa yang sedang trangt, dapat diberikan Sertifikat Kesehatan
Tumbuhan oleh petugas Karantina Tumbuhan di tempet transit, apabila
a. dminta oeh Pemilik Media Pembava yang bersangkutan atau disyaratkan oleh negara
tujuan atau negara aau Area trandt berikutnya, bagi Media Pembawa yang akan dikirim
ke luar negeri; aau
b. disyaratkan sebaga kewgiban tambahan, bagi Media Pembawa yang dimaksudkan untuk
dikirim ke Arealain di ddam wilayah Negara Republik Indonesa
(2) Setifikat Kesehatan Tumbuhan sebagamana dimeksud daam ayat (1) tersebut diberikan
gpabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Media Pembawa tersebut :
a disata dengan Setifika Kesehatan Tumbuhan dai negaralArea asd/pengirim  atau
negara/Areatranst sebelumnya;
b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karanting, dan



C. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu
Tumbuhan Kaanting, akan tetgpi setelah diberi perlakuan dapat  dibebaskan dari
Organisme  Pengganggu  Tumbuhan  dan/atau  Organisme  Pengganggu  Tumbuhan
Karantina.

Bagian Kesambilan
Trangt Alat Angkut

Pasal 67
Trandt da angkut yang membawa Media Pembawa di ddam wilayah Negara Republik
Indonesia hanya boleh dilakukan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran.

Pasal 68
Penanggung jawab dat angkut wagib melgporkan kedatangan dat angkut sebagaimana dimaksud
ddam Pasd 67 kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat sebelum kedatangan alat angkut
tersebut.

Pasal 69
Penanggung jawab dat angkut sebagamana dimeksud ddam Pasd 68 dilarang menurunkan
Media Pembawa dari dat angkut yang sedang transit.

Bagian Kesepuluh
Tindakan Karantina Tumbuhan
Dalam Keadaan Darurat

Pasal 70

(1) Jka kapa atau pesawat udara yang memuat Media Pembawa karena keadaan darurat merapat
alau mendarat bukan di tempat tujuan, penanggung jawab dat angkut yang bersangkutan
harus segera mel gporkan hal tersebut kepada petugas Karantina Tumbuhan terdekat.

(2) Kecudi karena adasandasan yang memaksa, Media Pembawa, perdatan, serta Media
Pembawa lain yang terdapat dalam kapal aau pesawat udara tersebut dan yang berhubungan
langsung dengan Media Pembawa di atas, dilarang dibongkar atau diturunkan dari dat
angkut sebelum diperiksa dan diizinkan oleh petugas Karantina Tumbuhan.

(3) Ddam ha kapa atau pesawat udara yang mergpat atau mendarat darurat tidek dapat
meneruskan  perjdanannya, terhadgp Media Pembawa yang diangkutnya diberlakukan
ketentuan-ketentuan tentang pemasukan sebagaimana diaiur pada Bagian Kedua atau Bagian
KetigaBab ini.

(4) Apabila kapa atau pesawat udara yang merapat darurat dapat meneruskan perjaanannya,
terhadap Media Pembawa yang diangkutnya diberlakukan ketentuan-ketentuan tentang
trangt sebagaimana diatur pada Bagian Kedel gpan dan/atau Bagian Kesembilan Bab ini.

Bagian Kesebdlas
Tindakan Karantina Tumbuhan
terhadap Barang Diplomatik

Pasal 71
Ketentuan-ketentuan dadam Peraturan Pemerintah ini juga berlaku bagi pemasukan, pengduaran
dan transt Media Pembawa yang dibawa atau dikirim sebagai barang diplomatik.

Bagian Keduabelas
Tindakan Karantina Tumbuhan
oleh Fihak Ketiga

Pasal 72
(1) Tindakan Karantina Tumbuhan dapat dilakukan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan
petugas Karantina Tumbuhan.



(2) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), yaitu pemeriksaan
figk, pengasingan, pengamatan, perlakuan dan/atau pemusnahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pelaksanaan tindakan Karantina
Tumbuhan oleh pihak ketiga ditetapkan dengan K eputusan Menteri.

Bagian Ketigabdlas
Media Pembawa Daam Penguasaan Ingand Lain

Pasal 73
Terhadgp Media Pembawa yang datusnya ddam penguessan indand lain yang  berwenang,
dapat dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana diatur dadam Bab ini.

Bagian Keempatbdlas
Pemasukan Media Pembawa yang Ditolak
Negara atau Area Tujuan

Pasal 74
(1) Pemasukan kembai Media Pembawa yang ditolak negara atau Area tujuan dikenakan
tindakan Karantina Tumbuhan, kecuai tindakan penolakan.
(2) Pemasukan kembai Media Pembawa sebagamana dimaksud ddam aya (1), harus diserta
dengan surat keterangan penolakan dari negara atau Area tujuan.
(3) Satifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyerta Media Pembawa terscbut pada  waktu
pengel uaran dapat diberlakukan sebagal persyaratan Karantina Tumbuhan.

Bagian Kelimabdlas
Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Media Pembawa
Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting

Pasal 75

(1) Terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting yang dimasukkan ke
ddam wilayah Negara Republik Indonesia atau diangkut dari suatu Area ke Area lan di
ddam wilayah Negara Republik Indonesia, dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.

(2) Tindekan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dilaksanakan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sertifikas benih.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tindekan Karantina Tumbuhan terhadgp Media Pembawa
Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenambelas
Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan

Pasal 76
() Untuk setigp tindakan Karantina Tumbuhan diterbitkan  dokumen tindekan Karantina
Tumbuhan oleh petugas Karantina Tumbuhan.
(2) Dokumen tindekan  Karantina Tumbuhan sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) waib
segera disampaikan kepada Pemilik dan/atau pihak lain yang berkepentingan.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis, bentuk, dan tata cara penerbitan dokumen tindakan
Karantina Tumbuhan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV
PUNGUTAN JASA KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 77
(1) Setigp Pemilik yang memanfaatkan jasa atau sarana pemerintah dalam pelaksanaan tindakan
Karantina Tumbuhan, dikenakan pungutan jasa Karantina Tumbuhan.
(2) Pungutan jasa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), terdiri dari biaya
penggunaan sarana pada Ingadas Karantina milik Pemerintah dan biaya jasa peaksanaan
tindakan Karantina Tumbuhan yang dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan.



Pasal 78
(1) Semua penerimaan yang berasd dari pungutan sebagamana dimaksud ddam Pesd 77
merupakan Penerimaan Negara Bukan Pgjak dan harus disetor ke Kas Negara.
(2) Tata cara dan besarnya pungutan jasa Karantina Tumbuhan akan ditetapkan lebih lanjut
daam peraturan tersendiri sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Penerimaan Negara Bukan Pgjak.

BABV
KAWASAN KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 79

(1) Ddam hd ditemukan atau terdgpat petunjuk terjadinya serangan suatu  Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina di suatu kawasan yang semula diketahui bebas dari
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina tersebut, Menteri dapat menetapkan kawasan
tersebut sebagal kawasan Karantina Tumbuhan.

(2) Penetapan kawasan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimeksut daam ayat (1) dilakukan
oleh Menteri berdasarkan pengkgian aas luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
tersebut dan setelah memperhatikan pertimbangan Kepaa Daerah setempat.

(3) Sambil menunggu penetgpan kawasan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud daam
ayat (1), Kepda Dagrah setempat dapat mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan
untuk mencegah tersebarnya dan/atau mengeradikes Organisme Pengganggu  Tumbuhan
Karantinayang menjadi dasar penetapan kawasan Karantina Tumbuhan tersebut.

Pasal 80

Dalam ha suatu kawasan ditetgpkan sebagal kawasan Karantina Tumbuhan, maka:

a. pencegahan penyebaran dari dan pemberantasan  Organisme Pengganggu  Tumbuhan
Kaantina di kawasan Karantina Tumbuhan tersebut, menjadi wewenang dan tanggung jawab
Menteri;

b. Gubernur setempat mengkoordinaskan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud daam
huruf a

Pasal 81
(1) Penetagpan kawasan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaeksud daam Pasd 79 bersfat
sementara dan a&kan dicabut kembdi gpabila Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
yang menjadi dasar penetapan tersebut telah dapat dieradikas atau tidak dapat dieradikas.
(2) Pencaébutan satus kawasan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimeksud ddam ayat (1)
dilakukan oleh Menteri setelah mempertimbangkan pendapat Kepaa Daerah setempat.

Pasal 82
Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat dan tata cara penetgpan serta pencabutan kawasan
Karantina Tumbuhan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI
JENIS ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
DAN MEDIA PEMBAWANY A

Pasal 83
Menteri menetgpkan jenis-jenis Organisme Pengganggu  Tumbuhan  Karantina Golongan |,
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan 11, Organisme Pengganggu Tumbuhan
Penting serta Media Pembawanya berdasarkan hasl andiss resko Organisme Pengganggu
Tumbuhan dan daerah sebarnya.

Pasal 84
Menteri menetgpkan jenis-jenis Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
sebagaimana dimaksud dalam Pasdl 83, yang dilarang untuk:
a. dimasukkan ke atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesig;



b. dikduarken dari aau dimasukkan ke suatu Area ke Area lan di ddam wilayah Negara
Republik Indonesa

Pasal 85

(1) Untuk mengetahui  keberadaan dan/atau penyebaran  Organisme Pengganggu  Tumbuhan
Karantina di ddam wilayah Negara Republik Indonesa dilakukan kegiatan pemantauan
Organisme Pengganggu Tumbuhan karantina.

(2) Kegiatan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina sebagamana  dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan dengan médibatkan pihak-pihak
terkait yang berhubungan dengan kegiatan perlindungan tanaman.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan Organisme Peengganggu  Tumbuhan  Karantina
sebagaimana dimaksud daam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri

BAB VII
MEDIA PEMBAWA LAIN

Pasal 86
Media Pembawa lain yang diturunkan dari da angkut di tempat pemasukan, harus dimusnahkan
oleh penanggung jawab da angkut bersangkutan di bawah pengawasan petugas Karantina
Tumbuhan.

Pasal 87
Penanggung jawab tempat pemasukan wagib menyedigkan sarana  penampungan dan/atau
pemusnahan bagi Media Pembawa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasa 86.

BAB VIII
TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Pasal 88
(1) Dengan mempertimbangkan resko masuk dan terssbanya Organisme  Pengganggu
Tumbuhan Karantina serta kdancaran dan perkembangan transportasi, perdagangan, dan
pembangunan nasiond, Menteri menetapkan tempat-tempat pemasukan Media Pembawa.
(2) Ddam menetepkan tempat-tempat pemasukan dan/atau  pengduaran  Media Pembawa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkoordinas dengan menteri terkait.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 89

(1) Menteri melakukan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat
dalam bidang perkarantinaan tumbuhan.

(2) Pembinean sebagaimana dimaksud ddam aya (1) disdenggaakan mdaui  kegiatan
pendidikan, peatihan, penyuluhan, dan penyebarluasan informes secara terencana dan
berkel anjutan.

(3) Ddam menydenggarakan kegiatan pembinaan sebagamana dimeksud daam aya (1),
Menteri dapat mengikutsertakan organisas-organisas profes atau lembaga-lembaga lainnya

BAB X
KERJASAMA ANTAR NEGARA DI BIDANG
KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 90
(1) Menteri  dapat melakukan kerjasama yang sding menguntungkan dengan negara lan di
bidang Karantina Tumbuhan.
(2) Kerjasama sebagamana dimaksud dadam ayat (1) dapat dilakukan daam bentuk kerjasama
bilaterd, regiond, dan/atau multilateral.



BAB XI
PETUGAS KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 91
(1) Pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan.
(2) Petugas Kaantina Tumbuhan sebagamana dimeksud ddam ayat (1) addah Pegabat
Fungsond Pengenddi Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bekerja pada ingang
Karantina Tumbuhan.

Pasal 92
(1) Daam meaksanakan tugasnya, petugas Karantina Tumbuhan berwenang untuk:

a memasuki dan memeriksa dat angkut, gudang, kade, agpron, ruang keberangkatan atau
kedatangan penumpang, atau tempat-tempat lan di tempat-tempat  pemasukan dan
pengduaran untuk mengetahui ada aau tideknya Media Pembawa yang akan
dildulintaskan;

b. mengambil contoh Media Pembawa yang akan dildulintaskan;

c. membuka atau memerintahkan orang lan untuk membuka pembungkus, kemasan, atau
paket Media Pembawa, peti kemas atau bagad, paka untuk mengetahui ada atau tideknya
Media Pembawa yang akan atau sedang dilaulintaskan;

d. mdaang orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki Inddad Karanting, dat
angkut atau tempat-tempat lain dimana sedang dilakukan tindakan Karantina Tumbuhan;

e. meaang diturunkannya dari dat angkut atau dipindah tempatkannya Media Pembawa
yang sedang dalam pengawasan petugas Karantina Tumbuhan;

f. memasuki tempat-tempat penyimpanan/penampungan Media Pembawa untuk keperluan
tindekan Kaantina Tumbuhan terhadgp Media Pembawa tersebut ddam hd tindakan
Karantina Tumbuhan dilakukan di luar tempa-tempat pemasukan dan pengeuaran;
dan/atau

g menetgpkan cara perawatan dan pemeiharaan Media Pembawa yang sedang dikenai
tindakan Karantina Tumbuhan.

(2) Ddam mdaksanakan tugas dan kewenangan sebagamana dimaksud dalam ayat (1), petugas

Karantina Tumbuhan melakukan koordinas dengan ingtang terkait.

Pasal 93
Penyidikan tindek pidana di bidang Karantina Tumbuhan dapat dilakukan oleh petugas
Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang khusus sebaga penyidik pegawa negeri Spil sesua
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94
Semua peraturan pelaksanaan di bawah Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Karantina
Tumbuhan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIllI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95
Peraturan Pemerintah ini mula berlaku padatanggdl diundangkan.
Agar sdigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  Pemerintah ini
dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatangga 23 April 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



Diundangkan di Jekarta
padatangga 23 April 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 35.
Sdinan sesual dengan adinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang- undangan,

Lambock V. Nahattands



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
KARANTINA TUMBUHAN

UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,
Ikan, dan Tumbuhan tangga 8 Juni 1992, penydenggaraan kegiatan karantina hewan, ikan, dan
tumbuhan di Indonesa tdah memperoleh landasan hukum baru yang lengkap dan sesua dengan
perkembangan  kebutuhan. Sebagamana umumnya suatu  Undang-undang, Undang-undang
Nomor 16 Tahun 1992 memuat ketentuan-ketentuan yang bersfa umum yang perlu dijabarkan
lebih lanjut ddam ketentuan-ketentuan yang lebih operasonad dfanya ddam suatu Peraturan
Pemerintah maupun peraturan-peraturan lainnya yang lebih rendah tingkatannya.

Ada dua masdah ddam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 yang secara tegas diamanatkan
untuk diatur lebih lanjut ddam Peraturan Pemerintah yaitu masdah pungutan jasa karantina dan
masdah trangt da angkut yang mengangkut Media Pembawa. Namun demikian, hd ini tidak
menutup kemungkinan untuk mengatur lebih lanjut masdarmasaah lan di luar kedua masdah
tersebut dadam suatu Peraturan Pemerintah, mengingad mesadah yang akan diaur mempunya
implikes yang luas terhadgp kepentingan umum aau menyangkut kompetens dari  berbaga
departemen sehingga peaksanaannya memerlukan  koordinas antar  depatemen.  Sdain  ity,
bebergpa dari masdah tersebut ada yang merupakan materi baru atau yang tidek secara jelas
diatur ddam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 sehingga perlu diatur lebih lanjut daam
Peraturan Pemerintah untuk menjaga keutuhan sstem sekaigus meengkapl  ketentuan: ketentuan
yang teah diagur ddam Undang-undang tersebut. Pengaiuran lebih lanjut masaahmasdah
terscbut ddam suatu Peraturan Pemerintah juga dilakukan karena mengingat hierarkhi  (tata
urutan) peraturan perundang-undangan di Indonesa sehingga dipandang perlu untuk terlebih
dahulu menuangkan materi pengaturan masdatmasalah tersebut ddam Peraturan Pemerintah
sbedum  mengaturnya  lebih  lanjut  ddam  perauran-perauran  lan  yang lebih  rendah
tingkatannya.

Atas dasar pertimbangan pertimbangan sebagamana tersebut di aas, sdain masdah pungutan
jasa karantina dan trangt dat angkut, ddam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut masdah
tindekan Karantina Tumbuhan, kawasan Karantina Tumbuhan, mekanisme penetapan tempat-
tempat pemasukan dan pengduaran, Indadas Kaantina, pengembangan peranserta masyarakat,
petugas Karantina Tumbuhan serta masdah lain yang dipandang perlu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angkal

Daam pengertian tumbuhan, termasuk :

1. Benih aau bibit tumbuhan, yatu tumbuhan aau bagianbagiannya, ddam keadaan dan
bentuk apgpun juga, yang dimaksudkan untuk ditumbuhkan dan/atau mengembangbiakan
tumbuhan.

Contoh dari benih tumbuhan ini antara lan addah tanaman hidup ddam keadaan
utuh/lengkap seperti tanaman pot dan bonsal, stek, biji, umbi, akar, rimpang dan serbuk sari.

Hasl tumbuhan hidup, yatu tumbuhan dan bagianrbagiannya ddam keadaan hidup, akan
tetgpi tidak dimeksudkan atau tidek lagi dapat ditumbuhkan atau dipergunakan untuk
mengembangbiakan tumbuhan. Contohnya antara lain adalah buah dan sayuran segar, umbi-

2. Hasl tumbuhan mat yang bdum diolah, yatu tumbuhan dan bagiatbagiannya daam
keadaan mati akan tetgpi belum mengadami proses pengolahan yang mengubah bentuk atau
dgfa adinya Contohnya antara lain addah kayu gdondongan (log), jerami, buah, sayuran,
atau bunga kering, rotan, dan kapas.

3. Hasl tanaman mai yang sudah diolah, yatu tumbuhan dan bagianbagiannya ddam keadaan
mati dan tdah mengadami proses pengolahan yang mengakibatkan perubahan bentuk atau
dgfa adinya sgpanjang mesh mungkin menjadi Media Pembawa Organisme Pengganggu



Tumbuhan. Termasuk ddam pengertian ini addah hasl tumbuhan satengah olahan (semi-
proccessed products). Contohnya antara lain bungkil, beras, dedak, kayu lapis (plywood),
papan, pulp, tepung terigu, karung goni, sekam dan gaplek.

Termasuk juga ddam pengetian tumbuhan diatas addah tumbuhan yang dilindungi, contohnya

anggrek dam, bungabangkai dan kaktus.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angkab

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka7

Tidek dapat dibebaskan berarti bahwa Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut karena

dgfatnya memang tidak dapat dibebaskan, aau beum diketahui cara untuk membebaskannya,

atau cara untuk membebaskannya belum dapat dilakukan di Indonesa Contoh Organisme

Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan | addah bebergpa jenis virus, mikoplasma, dan

bacterium like organism (BLO) penyebab penyakit tanaman.

Angka8

Cukup jelas

Angka9

Pengertian  Organisme Pengganggu  Tumbuhan  Penting  mdiputi Organisme  Pengganggu

Tumbuhan yang telah ada, bak di area-area tertentu maupun telah tersebar luas di Indonesia dan

tidek memiliki potens untuk menimbulkan Kkerugian ekonomi secara nesond, karena itu tidek

teemasuk ddam kategori  Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina  Akan  tetapi,

keberadaannya pada benih tanaman dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan pada tujuan

pemanfaatan benih tersebut, contohnya penyakit rebah kecambah (Phytium sp.).

Angka 10

Termasuk pengetian benda lan diantaranya addah sarana pengenddian hayati, biakan

organisme, tanah, kompos atau media pertumbuhan tumbuhan lainnya, dan vektor.

Angka 1l

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Sdan Pemilik dat angkut atau agen, termasuk dalam pengertian penanggung jaweb dat angkut

adalah pilot, nakhoda kapal, atall pengemudi kendaraan darat.

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Satifikat Kesehatan Tumbuhan untuk pemasukan dan pengeluaran ke dan dari ddam wilayah

Negaa Republik Indonesa dibuat sesua dengan contoh yang terlampir pada Konvens

Perlindungan Tanaman Internasona (International Plant Protection Convention).

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Pasal 2



Huruf a

Terhadap Media Pembawa yang tergolong benda lain, wadaupun dikecudikan dari kewgiban

melengkapi  Sertifikat Kesehatan Tumbuhan, namun tidak dibebaskan dari  ketentuan-ketentuan

Karantina Tumbuhan lain yang berlaku baginya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Pasal 3

Aya (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasd 2 huruf a

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Aya (2)

Dengan ketentuan ini maka berati kewgiban sebagamana dimeksud ddam aya (1) hanya

dikenakan terhadap setigp Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dxi suatu area yang tidak

bebas ke area lan yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Sedangkan

Media Pembawa yang dibawa dari suatu area yang bebas ke area lain yang bebas, dari suatu area

yang tidak bebas ke area lain yang tidak bebas, dan dari suatu area yang bebas ke area lain yang

tidek bebas dai Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di ddam wilayah Negara

Republik Indonesiatidak dikenakan kewgjiban sebagaimana dimaksud daam ayat (1).

Ayat (3)

Survel dan pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan  dimaksudkan  untuk

mengetahui  keberadasan suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan di suatu area, sedang andisis

resko Organisme Pengganggu Tumbuhan dimaksudkan untuk menetgpokan  gpakah  suatu

Organisme Pengganggu Tumbuhan depat  dikategorikan sebaga  Organisme  Pengganggu

Tumbuhan Karantina serta syarat-syarat dan tindekan karantina yang sesuai untuk mencegah

penyebarannya Daam mdakukan andiss resko Organisme Pengganggu Tumbuhan, faktor-

faktor yang perlu dikgi, antaralain meiputi:

a. Kemungkinan terjadinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan terssbut secara
damiah;

b. Dampak dari syarat-syarat dan tindakan karantina yang akan ditergpkan untuk mencegah
penyebarannya terhadap kelancaran perdagangan serta lalulintas orang dan barang;

c. Besanya biaya yang diperlukan serta manfaat yang diperoleh dari upaya yang akan
dilakukan (cost benefit analysis);

d. Kemampuan Pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran Organisme
Pengganggu Tumbuhan tersebt.

Berdasarkan hasl survel dan pemantauan serta andisis resiko tersebut, Menteri akan menetapkan

goakah dagrah sebar suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan mash terbatas pada bagian

tertentu dari suatu pulau, sdluruh bagian pulau, atau kelompok pulau.

Pasal 4

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 2 huruf a

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Pasal 5

Aya (1)

Yang dimaksud dengan ddam hd tertentu addah suatu keadaan yang berdasarkan hasl andiss

resko Organisme Pengganggu Tumbuhan dinila  memiliki  potend  yang besr  untuk

mengakibatkan terjadingya penyebaran Organisme Pengganggu  Tumbuhan medui  ldulintas

Media Pembawa, sehingga untuk menanggulanginya diperlukan persyaratan tambahan sdain

persyaratan yang telah diatur dalam Pasdl 2, Pasd 3, dan Pasdl 4.



Aya (2

Contoh dari persyaratan tekhnis adalah syarat bahwa Media Pembawa tersebut harus berasal dari
aea yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina tertentu atau pemberian
perlakuan tertentu di Negara asd sebelum Media Pembawa tersebut dikirim ke Negara tujuan.
Sedangkan contoh dari persyaratan kelengkapan dokumen addah keharusan untuk menyertakan
sertifikat fumigad, atau surat keterangan asdl.

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Dengan ketentuan ini maka berarti tindekan Karantina Tumbuhan hanya dikenakan terhadap
setigp Media Pembawa yang dibawa aau dikirim dari suatu area yang tidak bebas ke area lain
yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Sedangkan Media Pembawa yang
dibawa dari suatu area yang bebas ke area lain yang bebas, dari suatu area yang tidak bebas ke
area lain yang tidek bebas, dan dari suatu area yang bebas ke area lain yang tidak bebas dari
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di ddam wilayah Negara Republik Indonesa tidak
dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Pemeriksaan secara visud  dilakukan dengan  menggunekan mata tdanjang aau  dengan
menggunakan dat bantu sederhana seperti loupe  (kaca pembesar). Sedangkan pemeriksaan
laboratoris dilakukan di  [aboratorium dengan menggunakan perdatan laboratorium  seperti
mikroskop, centrifuge, incubation room, atau autoclave.

Ayat (3)

Pengertian  Pemilik membantu termasuk menyediskan da dan bahan yang tidek dapat
disediakan oleh Pemerintah

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Contoh perlakuan secara fisk addah pencdupan dadam ar panas, perlakuan ugp panas, dan
pendinginan. Sedangkan contoh perlakuan secara kimiawi addah fumigas dengan menggunakan
fumigen tertentu, perendaman daam larutan pestisida dan penyemprotan dengan pestisda.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Aya (1)

Cukup jelas

Ayét (2)

Pengawasan oleh petugas Karantina Tumbuhan dilakukan pada saat Media Pembawa dinaikkan
kembdi ke ddam aat angkut.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Tanggung jawab Pemilik ddam pdaksanaan pemusnahan mdiputi segda proses kegiatan yang
dilakukan dari sgak persgpan sampa dengan sdesainya tindakan pemusnahan.



Aya (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Diperlukan waktu megpor sdambat-lambatnya 5 (lima) hari sebdum Media Pembawa yang
dikenakan pengasngan dan pengamatan tiba di tempat pemasukan, dimaksudkan agar petuges
Kaantina Tumbuhan memiliki  waktu yang cukup untuk menyigokan Ingdas Karantina
sehubungan dengan akan dilaksanakannya tindakan pengasingan dan pengamatan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Media Pembawa tersebut tidak terldu lama tertahan di tempat
pemasukan karena dagpat menjadi sumber penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemeriksaan di atas da angkut dilakukan gpabila da angkut yang bersangkutan hanya memuat
Media Pembawa tersebut dan/atau Media Pembawa tersebut memiliki resko yang sangat tinggi
untuk menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

Pasal 19

Aya (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Ketentuan ini pada dasarnya sama dengan ketentuan huruf d tetapi bersfat lebih khusus yaitu
hanya diberlakukan terhadap jenis-jenis Media Pembawa tertentu. Media Pembawa tersebut
hanya dapat dimasukkan di tempat-tempat pemasukan yang telah ditunjuk/ ditetapkan, dan tidak
berlaku bagi tempat-tempat pemasukan lannya Pengkhususan ini dilakukan  dengan
pertimbangan yang bersfa teknis, misdnya tidek tersedianya sarana  untuk  mendeteks
Organisme Pengganggu Tumbuhan tertentu.

Huruf

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Aya (2)



Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Berdasarkan pertimbangan petugas Karantina Tumbuhan, misdnya kapal tideak dapat segera

mergpat di dermaga.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ha-ha yang menyebabkan tidak memungkinkan dilaksanakannya perlakuan di atas dat angkut

tersebut sepenuhnya  ditentukan  oleh  pertimbangan  teknis petugas Karantina  Tumbuhan,

contohnyaantaralain :

1. Media Pembawa berada dekat dengan barang-barang lain yang peka terhadap bahanbahan
kimia yang digunakan untuk perlakuan; atau

2. Alat angkut yang membawa Media Pembawa tersebut berada daam kondis sedemikian rupa
sehingga tidak memungkinkan dilaksanakannya perlakuan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Media Pembawa tersebut tidak terldu lama tertahan di tempat

pemasukan karena dgpat menjadi sumber penyebaran Organisme Pengganggu  Tumbuhan

Karantina

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan karena telah dilakukan tindakan

Karantina Tumbuhan di area asd atau area trandt dan tdah memenuhi persyaratan Karantina

Tumbuhan di tempat pemasukan.

Aya (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33



Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Berdasarkan pertimbangan petugas Karantina Tumbuhan diantaranya kapd tidak dapat segera
meragpat di dermaga.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Lihat penjelasan Pasd 25.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Mengingat sangat beragamnya jangka waktu yang diperlukan untuk pelaporan Media Pembawa
tersebut sesua dengan jenis Media Pembawa serta cara aau metode tindakan Karantina
Tumbuhan yang akan dilaksanakan, maka penetapan secara definitif  jangka waktu pelgporan
tersebut lebih bak dimuat dadam suatu aturan yang lebih teknis dfatnya, yaitu Surat Keputusan
Menteri.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Pembangunan Inddas Karantina di tempat lain, antara lan karena tidak tersedianya lahan di
tempat pemasukan darv/atau pengeluaran.

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Kdayakan teknis mdiputi aspek prasarana, sarana, pemdiharaan, keamanan, tenaga, dan
penatausahaan/pencatatan kegiatan dari Instadlas Karantina tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)



Cukup jelas

Ayat (3)

Pengertian fadlitas antara lain akomodas, konsums, dan saana trangportas yang diperlukan
untuk menuju lokad.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Al angkut yang bersangkutan dimungkinkan menjadi  media penyebaran  Organisme
Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2

Cukup jelas

Aya (3)

Perlakuan dimeksud misdnya orang bersangkutan diharuskan mandi dengan memaka  sabun,
dan paka annya harus segeradicuci.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perdaan addah semua perdatan bak yang terbuat dari tumbuhan atau
bukan tumbuhan yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan, karena kontamined.
Contohnya antara lain dat rumah tangga, barang kerginan dan da-da pertanian yang sudah
dipakai.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembungkus addah tumbuhan yang terdapat bersama dengan
aau menyerta barang lain yang dipergunakan sebaga pembungkus, pengid, pengikat, pelapis,
penutup, dan penahan kelembaban. Contohnya jerami, sekam, pallet, sabut, pelepah, goni, papan,
dan serbuk gergaji.

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Penolakan dilakukan terhadep perdatan yang tidek mungkin dimusnahkan. Contohnya antara
lain kendaraan dan mesin.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64



Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Alasandasan yang memaksa antara lan Media Pembawa tersebut merupakan Media Pembawa
yang cepat rusak sehingga perlu segera diturunkan dari dat angkut, kgpa yang membawanya
mengalami  kerusskan berat sehingga dikhawatirkan akan tenggdam, aau keamanan Media
Pembawa tersebut tidak terjamin apabila berada pada aat angkut.

Aya (3)

Cukup jelas

Aya (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Aya (1)

Y ang dimaksud pihak ketiga antara lain lembaga pendlitian, perguruan tinggi dan fumigeator.

Ayét (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Tindakan penolakan tidak tepat diterapkan daam kasus ini karena Media Pembawa tersebut
berasd dari ddam wilayah Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Aya (1)

Sesua dengan ketentuan internasiond yang berlaku, yang dimaksud sebaga Media Pembawa
Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting adalah benih atau bibit tumbuhan,

Aya (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di bidang setifiked benih addah
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan dandar mutu benih  yang
diedarkan/diperdagangkan. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut meiputi  juga
agpek kesehatan dari benih yang diedarkan, yaitu ketentuan yang mengatur bahwa benih harus
bebas  dari Organisme  Pengganggu  Tumbuhan  tetentu  aau  hanya  boleh
terkontaminasi/terinfestas  ddam batas yang ditetapkan (maximum pest limit).  Ketentuan
tentang aspek kesehatan benih inilah yang juga perlu diperhatikan daam peaksanaan tindakan
Karantina Tumbuhan terhadep benih. Pemberlakuan ketentuan di  bidang sertifikes  benih
terhadep benih yang dimasukkan ke ddam wilayah Negara Republik Indonesa atau yang
diangkut antar area di wilayah Negara Republik Indonesa, tidek mengurangi berlakunya



ketentuan-ketentuan di bidang Karantina Tumbuhan pada umumnya, khususnya yang diatur
ddam BAB Il Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah ini, karena sdain sebaga
Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting, benih juga merupskan Media
Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Dokumen tindekan Karantina Tumbuhan addah  dokumen yang diterbitkan oleh petugas
Karantina Tumbuhan sebagal akibat dilakukannya tindakan Karantina Tumbuhan.

Aya (2

Dokumen tindekan Karantina Tumbuhan yang wagib segera disampakan kepada Pemilik
dan/atau pihak lain yang berkepentingan antaralain :

Surat Keterangan Masuk Karantina ;

Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan Luar Negeri;

Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan Domestik;

Sartifikat Karantina Tumbuhan Domestik;

Phytosanitary Certificate;

Phytosanitary Certificate for Re-Export;

Fumigation Certificate;

Berita Acara Pemusnahan;

. Surat Penahanan;

10. Surat Penolakan;

11. Laporan Pemeriksaan Kapdl;

12. Surat Keterangan Hasll Pemeriksaan.

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2

Biaya penggunaan sarana yang dapat dikenakan terhadap Pemilik Media Pembawa, antara lain
biaya sawa gudang, rumah kaca dan incenerator.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Aya (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dadam had kawasan Karantina Tumbuhan tersebut berada daam wilayah suatu Kabupaten/Kota,
maeka petimbangan untuk penetgpan kawasan Karantina Tumbuhan, diberikan  oleh
Bupati/Wadikota setempat. Akan tetapi apabila kawasan Karantina Tumbuhan tersebut terletak
ddam 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten/Kota, maka pertimbangan tersebut diberikan oleh
Gubernur.

Ayat (3)

Y ang dimaksud dengan Kepaa Daerah addah sgiaan dengan penjelasan ayat (2).

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

WCoNOUOR~WNPE



Cukup jelas

Pasal 86

Termasuk dalam pengertian Media Pembawa lain addah sampah, antara lain 9sa-9sa makanan
yang mengandung bahan asa tumbuhan.

Pasal 87

Penanggung jawab tempat pemasukan adadah ingans yang bertanggung jawab terhadap
pengel olaan tempat pemasukan, contohnya PT Pelindo, PT Angkasa Pura dan PT Pos dan Giro.

Pasal 838

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Penjabat Fungsona Pengenddi Organisme Pengganggu Tumbuhan juga ada yang bekerja pada
indand lan seperti ingans  perlindungan tanaman pangan, perkebunan atau holtikultura, bak
sebagal gparat Pemerintah Pusat maupun Daerah. Namun mereka bukan merupakan petugas
Karantina Tumbuhan.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Petugas Kaantina Tumbuhan berwenang memeriksa sduruh pata Media Pembawa dan
pengambilan contoh dilakukan untuk pemeriksaan Iebih lanjut di [aboratorium.

Huruf ¢

Untuk pembukaan bagas, paket, pembungkus dan lain sebagainya harus dilakukan dengan
disaksikan Pemiliknya atau kuasanya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas
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